
 

BUPATI DEIYAI 

PROVINSI PAPUA 

 
PERATURAN BUPATI DEIYAI 

NOMOR  8  TAHUN 2022 

 

TENTANG 

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS  

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN 2022 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI DEIYAI, 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang 
Pemberian Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji 

Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, 

Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 
2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 

Kepada Aparatur Sipil Negara, Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2022 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 

Mengingat  :1.   Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1966 tentang 

Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan 
Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2907); 
2. Undang – UndangNomor 21 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus Propinsi Papua (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang 

Nomor 35  Tahun 2008 tentang Penetapan Peratuaran 
Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 

2008 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 

21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Bagi Provinsi 
Papua Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

S A L I N A N 



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan   

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);  

5. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 

2008 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4939); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesi Nomor 6757);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 

Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, 

dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

157); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

 

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 
900/2069/SJ tanggal 18 April 2022 tentang Pemberian 

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022. 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI 
KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga 

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 

Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 

untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut 

PPPK adalah warganegara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 

yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 

tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 

4. Pejabat Negara adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Wali kota 

dan Wakil Bupati/Wali Kota serta pejabat negara lainnya yang 

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 

5. Pensiunan adalah Aparatur Negara yang telah purna tugas dan diberi 

penghargaan atas pengabdiannya kepada Negara berupa manfaat 

pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Penerima Pensiun adalah ahli waris yang sah dari Aparatur Negara atau 

Pensiunan, dan diberikan manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

Anggota DPRD adalah adalah Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD 

Kabupaten dan Anggota DPRD Kota. 

8. Calon   Pegawai   Negeri  Sipil   yang selanjutnya disebut CPNS adalah 

Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri 

Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti 

kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan 

gaji 100 %. 

9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut 

PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 

yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 

tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 

10. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri. 

 

 
BAB II 

 
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, 

GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS 

 
Pasal 2 

(1) PNS dan Pejabat Negara diberikan Tunjangan Hari Raya, Gaji dan 
Tunjangan Ketiga Belas. 

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk: 

a. PNS yang ditugaskan atau dipekerjakan di luar instansi 

Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya; 
b. Calon PNS sebesar 80%( persen). 

(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang 

sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Pasal 3 

(1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan Pejabat Negara sebagaimana 
dimaksud Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1(satu) bulan 

April. 

(2) Dalam hal penghasilan 1(satu) bulan sebelum bulan Hari Raya 
sebagaimana dimaksu dayat (1) belum dibayarkan sebesar 

penghasilan yang seharusnya diterima karena perubahan 

penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih 

kekurangan Tunjangan Hari Raya. 
(3) Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi PNS dan Pejabat Negara 

diberikan sebesar penghasilan bulan Juni. 

(4) Dalam hal penghasilan bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima 

karena perubahan penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap 

diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas. 
(5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) 

diberikan bagi PNS dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok/uang 

representatif, tunjangan beras dalam bentuk tunai, tunjangan 
keluarga, dan tunjangan jabatan atau umum. 

(6) Gaji pokok/uang representatif, tunjangan keluarga, dan tunjangan 

jabatan atau umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan 

gaji pokok/uang representative, tunjangan keluarga, tunjangan beras, 
dan tunjangan jabatan atau umum sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan mengenai gaji. 
(7) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari: 

a. Tunjangan jabatan struktural; 
b. Tunjangan jabatan fungsional; 
c. Tunjangan umum. 

(8) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak 

termasuk jenis tunjangan berikut antara lain: 
a. Tunjangan profesi guru; 
b. Tunjangan khusus guru; 
c. Tambahan penghasilan bagi guru PNS yang bersumber dari APBN; 
d. Tunjangan alat kelengkapan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD; 
e. Tunjangan alat kelengkapan lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD; 
f. Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD; 
g. Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD; 
h. Tunjangan Kesejahteraaan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD; 
i. Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD; 
j. Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD; 
k. Penghasilan lain di luar gaji pokok, tunjangan keluarga, dan 

tunjangan jabatan atau tunjangan umum. 

(9) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dikenakanan 

potongan iuran dan/ potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(10) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan pajak 

penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan ditanggung pemerintah. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI 
RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS 

 
Pasal 4 

(1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS dan Pejabat Negara dibayarkan paling 

cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya; 

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah 

tanggal Hari Raya; 

(3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannya 
sesuai pembayaran bulan April Tahun 2022; 

(4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai ketentuan untuk 1 

(satu) bulan pada bulan April Tahun 2022 yang seharusnya diterima, 

dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan 
Tunjangan Hari Raya; 

(5) Gaji Ketiga Belas untuk PNS dan Pejabat Negara dibayarkan pada bulan 

Juni;  
(6) Dalam Hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksu pada ayat (5) belum 

dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dibayarkan setelah bulan Juni; 

(1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), besarannya 

sesuai pembayaran gaji bulan Juni Tahun 2022; 
(2) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai ketentuan untuk 1 

(satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2022 yang seharusnya diterima, 

dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan 
Gaji Ketiga Belas. 
 

 

Pasal 5 

(1) Dalam hal penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sesuai 

ketentuan menerima lebih dari 1 (satu) pembayaran, diambil yang 
nilainya paling besar; 

(2) Dalam hal penerima tunjangan sebagaimana ayat (1), menerima lebih 

dari 1 (satu) pembayaran, kelebihan pembayaran tersebut merupakan 
utang dan wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah. 

 

Pasal 6 

Proses penerbitan dan pengajuan SPP, SPM, dan SP2D Tunjangan Hari 
Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 
BAB IV  

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 7  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Deiyai. 

 
Ditetapkan di Waghete  

Pada tanggal 14 April 2022 

BUPATI DEIYAI, 

 ttd 

 

ATENG EDOWAI 

Diundangkan di Waghete 
Pada tanggal 15 April 2022  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEIYAI, 

 ttd 

YAN GIYAI, S.Sos, MT 

NIP. 19670706 198903 1 019 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2022 NOMOR 8 
 

Salinan sesuai dengan aslinya; 

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

 RUDOLF ISAK FURIMBE, SH  
 NIP.19791126 200801 1 012 

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth; 

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura; 
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura; 

3. Ketua DPRD Kabuaten Deiyai di Waghete; 

4. INSPEKTUR Kabupaten Deiyai di Waghete; 

6. Kepala BPKAD Kabupaten Deiyai di Waghete; 
 


	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	BUPATI DEIYAI,

